PATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
T 2017 - 2022
DENGAN T TUHAN YANG MAHA ESA
PATI BUOL
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 263

Mengingat

1,

Ayat (3)

dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang

nomor 23|{Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana diubah

Undang N

terakhir dengan Undang-
omor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah Tahun 2017-2022

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5

1 Tahun 1999 tentang pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai
Indonesia

Lembaran

Kepulauan

(Lembaran Negara Republik
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem |Perencanaan Pembangunan  Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia|Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia| Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik | Indonesia Nomor 58 Tahun 2015,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);
Peraturan, Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 20[15 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Negara Re
Peraturan
Tahun 20
Panjang 1
2005-202
Tengah Te
Peraturan
Tahun 20
Menengah
2016-202

Tengah T4

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6
09 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
5 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
hun 2009 Nomor 7);

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10
16 tentang Rencana Pembangunan Jangka
| Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
1 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
thun 2016 Nomor 90);




Menetapkan:

Dengan
DEWAN PERWAKILAN

s |

PERATURAN D
JANGKA ME

KE]

Dalam Peraturan Daerah ini yang ¢

g
2]
3.

Daerah adalah Kabupaten Buol.

Peraturan Daerah adalah Perat

Pemerintahan Daerah adalah

pemerintah daerah dan dewan
dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan Rep
Undang-Undang Dasar Negara
Pemerintah Daerah adalah

Pemerintahan Daerah yang me

Persetujuan Bersama

AT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan

JUPATI BUOL

MUTUSKAN:

RAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
GAH DAERAH TAHUN 2017 - 2022.

BAB 1
[ENTUAN UMUM
Pasal 1

limaksud dengan:

luran Daerah Kabupaten Buol.

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
ublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

mimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Dg
Dewan Perwakilan Rakyat Dae
Bupati adalah Kepala Daerah ¥

Perangkat Daerah selanjutnya
Dewan Perwakilan Rakyat
pemerintahan yang menjadi ke

Badan Perencanaan Pembangu
adalah Badan Perencanaan Pe
Perangkat Daerah yang 1
penyusunan, pengendalian, ds
Daerah.

lerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
rah Kabupaten Buol.

abupaten Buol.

disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan
Daerah dalam menyelenggarakan urusan
wenangan kabupaten.

inan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA
mbangunan DaerahKabupaten Buol, merupakan
nelaksanakan tugas dan mengoordinasikan

an evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

o s sttt



10.

1] 8

12.

13.

14.

1.

16.

17.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung

mendapatkan manfaat atau

dampak dari perencanaan dan pelaksanaan

pemangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota,

TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan

kabupaten/kota/desa, dunia

usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, kabupaten/kota, |pemerintahan desa, dan kelurahan serta

keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok

masyarakat rentan termarginalkan.
Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki

Daerah untuk peningkatan dan pemarataan

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing Daerah sesuai dengan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan [

aerah adalah suatu proses untuk menentukan

kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam jangka waktu ftertentu di Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Buol untuk periode
sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangk

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005

a Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen peremcanaan daerah Kabupaten Buol untuk periode S

(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh semua Daerah.
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah UrusanPemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

warga negara.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan

mengenai jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berh@k diperoleh setiap warga negara secara minimal.




18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan pembangunan daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.
Tujuan adalah sesuatu kondisi
waktu S (lima) Tahunan.

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapianya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabarab strategi.

Prioritas Pembangunan daer:
Daerah yang dilaksanakan sec
Program adalah penjabaran ke
yang berisi satu atau lebih ke
disediakan untuk mencapai ha
Program pembangunan Dae
dilaksanakan oleh Perangkat [
mencapai sasaran RPJMD.
Kegiatan Perangkat Daerah a
dilaksanakan oleh Perangkat
rangka mencapai hasil suatu p
Kinerja adalah capaian keluara

sehubungan dengan penggun

nh adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
ara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

*bijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
giatan dengan menggunakan sumber daya yang
sil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
rah adalah program strategis Daerah yang
Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk

dalah serangkaian aktifitas pembangunan yang
Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam

rogram.
n/hasil/dampak dari kegiatan /program/sasaran

sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk

keluaran (output), hasil (outco
Rencana Strategis Perangkat D
Perangkat Daerah adalah do
periode S (lima) tahun.

e), dampak (impact).

aerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
kumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

et ot s s}
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Rencana kerja Perangkat Dae yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kerangka regulasi adalah se¢kumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dalam ntuk perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan
daerah secara utuh.
Kerangka pendanaan adalah|analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk
menentukan dan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan,
optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi
dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Pembangunan daerah adalah |pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia. ,
Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan
yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa
yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencahaan pembangunan Daerah Karena dampaknya
yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka mcnenanh /panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan dating.

Musyawarah perencanaan |pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum |antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.




39. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS

adalah rangkaian analisis yan
memastikan bahwa prinsip p¢
dan terintegrasi dalam peml
rencana, dan/atau program.
40. Pembangunan berkelanjutan
memadukan aspek lingkungal
pembangunan untuk menjami

o sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
*mbangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

bangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

adalah upaya sadar dan terencana yang
n hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi
in keutuhan lingkungan hidup serta keselaatan,

kemampuan, kesejahteraan, dﬁn mutu hidup generasi masa kini dan generasi

masa depan.

AS

(1) RPJMD disusun berdasarkan a:

a. demokrasi;

b. berkeadilan;

c. keserasian, keselarasan, dai
transparansi;
tata kelola pemerintahan yaj

- e oA

berkelanjutan; dan
g. berwawasan lingkungan.
(2) RPJMD disusun secara sistem
tanggap terhadap perubahan.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksug
dan KLHS.

RPJMD bertujuan untuk menjadi
melalui:
a. koordinasi antar pelaku pen
b. integrasi, sinkronisasi, dan s
pemerintah pusat;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. penggunaan sumber day
berkelanjutan.

BAB II

S DAN TUJUAN
Pasal 2

Sas:

1 keseimbangan;

ng baik;

atis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan

i pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RTRW

Pasal 3
acuan dasar pemecahan permasalahan daerah

nbangunan;
inergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun

a secara efisien, efektif, berkeadilan, dan




1)

2)

3)

4)

S)

6)

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Ruang lingkup RPJMD meliputi :

Pasal 4

a. visi, misi, dan program Bupati;

b.

. kebijakan umum;

c
d
€. program Perangkat Daerah;
f.
g

Visi, misi dan program Bupati

arah kebijakan keuangan daerah;
. strategi pembangunan daerah;

program lintas Perangkat Daerah; dan
. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan
dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati

terpilih ;

Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan pedoman dan gamb
dalam rangka penyelenggaraan
dinilai dengan uang termasu
berhubungan dengan hak dan |
Strategi pembangunan daerah
langkah-langkah

mewujudkan visi dan misi dalan
untuk peningkatan kesejahter:
pendapatan, kesempatan kerja,
kebijakan, berdaya saing, maup
Kebijakan umum sebagaimana

merupakan

arah perumusan rencana progrs

dan jadwal pelaksanaan prograi

aran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah
bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat
k didalamnya segala bentuk kekayaan yang
cewajiban daerah tersebut.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
berisikan program-program indikatif untuk
n rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,
aan masyarakat yang nyata baik dalam aspek
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
un peningkatan indeks pembangunan manusia.
dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan
am prioritas pembangunan yang disertai tahapan
m prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun program dan kegiata

Rencana kerja dalam kerangk
dimaksud pada ayat (1) huruf
program, sebagai dasar huki
perumusan dan pelaksanaan p1

in Renstra Perangkat Daerah.

a regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana
h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan
um atau kebijakan yang dijadikan landasan

-ogram pembangunan daerah.

— - s st .8 it it




7) Sistimatika RPMJMD meliputi §

8)

a. BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Ko
BAB III Gambaran Keuangat
BAB IV Permasalahan dan I
BAB V Visi Misi Tujuan dan
BAB VI Strategi Arah Kebijal
BAB VII Kebijakan Umum Pi
BAB VIII Kinerja Penyelengg;
BAB IX Penutup

PR ™0 a0 g

e

Isi dan uraian RPJMD tercantui
merupakan satu kesatuan yang

ndisi Daerah ;

n Daerah ;

su-isu strategis ;

Sasaran ;

kan dan Program Pembangunan Daerah ;
rogram Pembangunan Daerah ;

araan Pemerintah Daerah ;

M dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang
tidak terpisahkan.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, Renja Perangkat Daerah se

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1)
2)
3)

4)

5)

6)

PENGEND

Pemerintah Daerah melakukan

rta dokumen perencanaan pembangunan lainnya

BAB IV

ALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.

Kepala Bappeda menghimpun d

an menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah.
Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) mencakup program pemba

ngunan daerah dan indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.

Pemantauan dan supervisi seb

menjamin:

agaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat

a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

e s b s mfrne




7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

b. indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana

program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Hasil pemantauan dan supervis

i atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program

pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui

RKPD.
Evaluasi terhadap RPJMD se
indikasi rencana program prio

mencapai misi,

tujuan dan

bagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
ritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk

sasaran, dalam upaya mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaks

bahwa visi, misi, tujuan dan s

nd pada ayat (6) dilakukan untuk memastikan

asaran pembangunan jangka menengah daerah

Kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang

daerah dan pembangunan jangka menengah propinsi dan nasional.

Evaluasi dilaksanakan paling s

sesuai dengan kondisi dan p

edikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau
erubahan lingkungan strategis daerah, dengan

menggunakan hasil evaluasi RKPD.

DPRD dapat memberi masukan
ayat (10).

pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan,
penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

10




BABV

KETFNTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, 1
ini dengan penempatannya dalam

NOMOR REGISTER : 22,03/2018

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol,
pada tanggal, 0g Juh 2018

BUP. U0

IN RAUF
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 02 TAHUN 2018

RENCANA PEMBANG

TENTANG
AN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2017 - 2022

I. UMUM

Kabupaten Buol merupakan daerah yang secara geografis memiliki potensi

kekayaan Sumber Daya Alam

yang sangat potensial sebagai modal dasar

pembangunan daerah sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1999 teritang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan salah satu

Kabupaten berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan

langsung dengan Laut Sulawesi
dengan Provinsi Gorontalo.
Berkaitan dengan peran d

dan juga sebagai Kabupaten yang berbatasan

fungsinya sebagai wilayah perbatasan baik

dengan Provinsi lainnya, juga berbatas dengan Negara Philipina, Kabupaten Buol

dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi

berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung

lingkungan yang semakin terbatas.
penduduk, yang semakin bertamb
terhadap aspek-aspek pemukim
transportasi, penyediaan fasilitas

Dalam rangka penyelenggar:
pembangunan daerah sebagai
pembangunan nasional. Selain ur
pembangunan daerah juga U
pembangunan daerah bagi masyara
sejahtera.

al ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah
dengan segala dampak yang ditimbulkannya
penataan wilayah, potensi bencana alam,

blik dan faktor-faktor lainnya.

aan pemerintahan daerah disusun perencanaan

satu kesatuan dalam sistem perencanaan

tuk mencapai sasaran pembangunan nasional,

ertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil

kat secara adil dan merata agar masyarakat lebih

12




Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pernbangunan Daerah, kebijakan| umum, dan program Satuan Kerja Perangkat
kat Daerah, dan program kewilayahan disertai

Daerah, lintas Satuan Kerja Pe

dengan rencana-rencana kerja dal kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.
Kurun waktu RPJMD Kabupaten Buol adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017

- 2022. RPJMD Kabupaten Buol meémuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih
secara langsung. RPJMD Kabupaten Buol dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol yang merupakan rencana pembangunan
tahunan daerah Kabupaten Buol. [ RKPD memuat prioritas pembangunan daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian
Kabupaten Buol secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
Satuan Kerja Perangkat Daerah | (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan
pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD Kabupaten Buol
RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2012-2017 untuk mencapai visi dan mewujudkan
misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Buol Tahun 2005-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang
merupakan periode peningkatan pembangunan kota Kabupaten Buol yang sejahtera,
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama
meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah,
perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya
didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi
dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan

ahun 2017-2022 merupakan kelanjutan dari

sumber daya alam.
RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah.
Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat
Kabupaten Buol untuk pembangung.n 5 (lima) tahun mendatang dan Visi Pemerintah
Kabupaten Buol merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD
Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 dan arah
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Pembangunan Nasional RPJMN Tal
seluruh potensi yang dimiliki, ba
sumberdaya manusia termasuk |
berbagai sumberdaya serta parti
masyarakat Kabupaten Buol maka
2022 dirumuskan yaitu:“Terwuju
Kemandirian dan Kedaulatan Raky
memiliki masyarakat yang ciri ke
keterikatan dengan menjunjung
ditopang oleh iman dan Takwa

hun 2015-2019. Dengan menyadari keberadaan
ik potensi sumberdaya alam maupun potensi
botensi sosial budaya dan sinergitas diantara
sipasi aktif seluruh stakeholders dan elemen
| Visi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2017-
dnya Kesejahteraan dengan Bertumpu pada
at”, yaitu Kabupaten Buol menjadi daerah yang
sukarelaan dan kemandirian yang tinggi, serta
inggi nilai-nilai atau norma dan hukum yang

serta penguasaan ilmu dan teknologi yang

berperadaban, tertata rapi, menja%di tempat hunian yang layak dan manusiawi,

memiliki masyarakat yang berk
berorientasi pada pelayanan publi
daya alam berkelanjutan dan me
penggerak perekonomian daerah.

misi pembangunan jangka menen
Iklim Demokrasi, Penegakan Supre
(b) Mewujudkan Kualitas Hidup
Berkepribadian serta Beriman dar
Mewujudkan Pengelolaan Sumber
Berkelanjutan; (d) Mewujudkan Pen
Energi yang Berdaya Saing; ( € )Me
Memiliki Keunggulan Komparatif B
) Mewujudkan Pembangunan Perde
Pembangunan Desa-Kota (Balanci
Konservasi dan Peningkatan K

Development).

ebudayaan, dan dengan pemerintahan yang
k dengan bertumpu pada pengelolaan sumber
ngelola pertanian menjadi lebih maju sebagai
Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan
gah yaitu: (a) Mewujudkan Keamanan Daerah,
masi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi;
Manusia dan Masyarakat Maju, Mandiri da
1 Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c)
Daya Pertanian dan Maritim yang Optimal dan
1angunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian
wujudkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan
erbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan;(f
saan Yang Mandiri Guna Menjaga Keseimbangan
ng Lingkages); (g) Mewujudkan Pembangunan

(ualitas Lingkungan (Enviromental Security

Tujuan yang ingin dicapai dkngan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang

RPJMD Kabupaten Buol Tahun 201
Sumber Daya Manusia Berdaya Sa

7 - 2022 adalah untuk: (a) Mewujudkan Kualitas
iing Yang Jujur, Beriman dan Bertagwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa; (b) Mcwu?'udkan ketahanan pangan dan Pengembangan

Agribisnis melalui peningkatan kaj
dan Kelautan untuk peningkatan k

pasitas pengelolaan dan produktivitas Pertanian

esejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
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(¢) Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ketersediaan Energi untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;(d)
struktur ekonomi yang tangguh |dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis
Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan; (e ) Mewujudkan tercapainya penurunan
kemiskinan dan pengangguran melalui program pemberdayaan masyarakat; (f)
Mewujudkan kemampuan pgnyelenggaraan pemerintahan Tata Kelola
Pemerintahan dan otonomi daerah yang baik, bersih dan prosefional serta aman,
nyaman dan terti; dan (g) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang
berkualitas; serta (h) Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Buol|ini terdiri dari 7 bab dan 8 pasal yang mengatur
mengenai pengertian-pengertian, |asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi,
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk
melakukan penyesuaian terhadap |pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
berikut Lampiran-lampirannya menupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 —

2017

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokrasi
jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk

adalah bahwa perencanaan pembangunan

kepentingan masyarakat secara ke?eluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa perencanaan pembangunan
jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan

masyarakat.
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Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “keserasian
perencanaan pembangunan jangka
keserasian antara struktur ruang
manusia dengan lingkungannya, K
antar wilayah.
Huruf d

, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa
menengah diselenggarakan dengan mewujudkan
dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan

reseimbangan pertumbuhan dan perkembangan

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa rencana pembangunan jangka

menengah harus memberi ruang

informasi yang benar, jelas, dan juj

berpartisipasi dalam pembangunar.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “tata ke

kepada masyarakat luas untuk memperoleh

ur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan

lola pemerintahan yang baik” adalah bahwa

perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi,

transparansi, akuntabilitas, efisien
Huruf f

si dan keadilan.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan

jangka menengah dilakukan
meningkat dengan mengikuti Kk

secara berkesinambungan,

berkembang, dan

emajuan teknologi dan menjaga Kkelestarian

lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan

“berwawasan

lingkungan” adalah perencanaan

pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan

sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu

hidup masyarakat.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR .02
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